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The utilization of geospatial data in regional development plays an important role in 

supporting a more targeted, measurable, and region-based development planning 

process. Prabumulih City Government has established the Regional Geospatial 

Information Network (JIGD) as a medium for integrating regional spatial data. 

However, the implementation of geospatial data utilization in the regional development 

process has not yet been optimal. These issues are indicated by the fragmentation of 

development data among regional agencies, the limited use of spatial data in determining 

development priorities, and the lack of integration of region-based development data into 

regional planning documents. This policy paper was prepared to analyze the problems 

related to the implementation of JIGD utilization in Prabumulih City and to formulate 

policy alternatives that can support the improvement of regional development planning 

quality based on geospatial data. The analysis was conducted through a review of 

regulations, regional development planning documents, and conceptual studies related 

to geospatial information systems, evidence-based planning, and region-based 

development. Based on the analysis, the recommended policy alternative is the 

preparation of a geospatial-based regional development priority map through the 

utilization of JIGD. This policy is considered the most effective in supporting the 

determination of development priorities based on regional needs, as it is capable of 

integrating development data from various regional agencies into spatial development 

analysis. The implementation of this policy is carried out through the integration of 

regional development data, the preparation of region-based development priority maps, 

the utilization of spatial data in regional planning documents, and the strengthening of 

coordination among regional agencies. The implementation of this policy is expected to 

improve the quality of regional development planning, strengthen development 

synchronization among regions, and support more effective, targeted, and region-based 

development in Prabumulih City. 

KATA KUNCI ABSTRAK 

Jaringan Informasi 

Geospasial Daerah 

(JIGD); 

data geospasial; 

perencanaan 

pembangunan daerah; 

peta prioritas 

pembangunan; 

Pemanfaatan data geospasial dalam pembangunan daerah memiliki peran penting dalam 

mendukung proses perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, terukur, dan 

berbasis kebutuhan wilayah. Pemerintah Kota Prabumulih telah memiliki Jaringan 

Informasi Geospasial Daerah (JIGD) sebagai media integrasi data spasial daerah. Namun 

demikian, implementasi pemanfaatan data geospasial dalam proses pembangunan daerah 

masih belum berjalan optimal. Permasalahan tersebut ditunjukkan oleh masih 

terfragmentasinya data pembangunan antar perangkat daerah, belum optimalnya 

pemanfaatan data spasial dalam penentuan prioritas pembangunan daerah, serta masih 
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pembangunan berbasis 

wilayah 

terbatasnya integrasi data pembangunan berbasis wilayah dalam dokumen perencanaan 

daerah. Policy paper ini disusun untuk menganalisis permasalahan implementasi 

pemanfaatan JIGD di Kota Prabumulih serta merumuskan alternatif kebijakan yang dapat 

mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis data 

geospasial. Analisis dilakukan melalui kajian regulasi, dokumen perencanaan 

pembangunan daerah, serta kajian konseptual terkait sistem informasi geospasial, 

evidence-based planning, dan pembangunan daerah berbasis wilayah. Berdasarkan hasil 

analisis, alternatif kebijakan yang direkomendasikan adalah penyusunan peta prioritas 

pembangunan daerah berbasis data geospasial melalui pemanfaatan JIGD. Kebijakan 

tersebut dinilai paling efektif dalam mendukung proses penentuan prioritas 

pembangunan berbasis kebutuhan wilayah karena mampu mengintegrasikan data 

pembangunan antar perangkat daerah ke dalam analisis spasial pembangunan daerah. 

Implementasi kebijakan dilakukan melalui integrasi data pembangunan daerah, 

penyusunan peta prioritas pembangunan berbasis wilayah, pemanfaatan data spasial 

dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta penguatan koordinasi antar 

perangkat daerah. Implementasi kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan 

kualitas perencanaan pembangunan daerah, memperkuat sinkronisasi pembangunan 

antar wilayah, serta mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif, tepat sasaran, 

dan berbasis kebutuhan wilayah di Kota Prabumulih. 

 

PENDAHULUAN 

Prabumulih merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki posisi 

strategis sebagai daerah penghubung antarwilayah di bagian tengah Provinsi Sumatera Selatan. 

Kota ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 

Prabumulih dan berkembang sebagai daerah perkotaan yang didukung oleh sektor perdagangan, 

jasa, transportasi, serta kegiatan industri dan energi. Secara administratif, Kota Prabumulih terdiri 

atas beberapa kecamatan dan kelurahan dengan karakteristik wilayah yang terus berkembang 

seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk (Russela, 2025; Wulan, 

2018). 

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kota Prabumulih memiliki tanggung jawab dalam 

penyelenggaraan pembangunan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan 

pembangunan daerah, Kota Prabumulih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam 

pengelolaan perencanaan pembangunan, pemerataan pembangunan wilayah, dan sinkronisasi 

program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat (Pratama et al., 2025). Oleh karena itu, 

penguatan tata kelola perencanaan pembangunan daerah menjadi salah satu aspek penting dalam 

mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang efektif, terarah, dan berkelanjutan (Handini 

et al., 2025; Iksan, 2026; Rikardus et al., 2025; Siagian, 2025). 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penting dalam menentukan arah 

pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam 

pelaksanaannya, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyusun kebijakan pembangunan 

berdasarkan data dan informasi yang akurat agar proses pengambilan keputusan pembangunan 

dapat dilakukan secara lebih terukur dan berbasis kebutuhan wilayah (Ajizah et al., 2021). Salah 
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satu bentuk penguatan tata kelola pembangunan berbasis data adalah melalui pemanfaatan 

informasi geospasial dalam proses perencanaan pembangunan daerah (Fadhli et al., 2026; Julian 

& Umar, 2025; Pinuji et al., 2021; Setiawan et al., 2025). 

rabumulih menghadapi kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks, baik dalam 

penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, maupun pengelolaan tata ruang wilayah. Peningkatan 

aktivitas pembangunan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk memiliki sistem perencanaan 

yang mampu menggambarkan kondisi wilayah secara lebih akurat dan terintegrasi. Dalam konteks 

tersebut, ketersediaan data spasial menjadi sangat penting karena setiap program pembangunan 

pada dasarnya memiliki dimensi kewilayahan yang memerlukan dukungan informasi geografis 

yang tepat. 

Kebutuhan terhadap pengelolaan data pembangunan berbasis wilayah mendorong 

Pemerintah Kota Prabumulih untuk mengembangkan sistem informasi geospasial daerah sebagai 

bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pembangunan daerah. Salah satu bentuk 

implementasi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial 

Daerah (JIGD) yang berfungsi sebagai sistem integrasi data geospasial antar perangkat daerah 

dalam mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan pembangunan 

daerah. 

Adanya sistem pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan diperlukan 

untuk menjalankan pemerintahan daerah di era digital. Data yang lengkap sangat penting untuk 

membuat kebijakan publik yang efektif dan tepat sasaran. Proses perencanaan pembangunan dapat 

berjalan tidak sinkron dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat jika tidak ada sistem 

informasi yang memadai (Ardieansyah, 2026; Sudianing & Seputra, 2019; Tulkhoiriyah et al., 

2024). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan inovasi berbasis teknologi untuk 

meningkatkan tata kelola pemerintahan mereka. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah 

menerapkan Sistem JIGD sebagai alat untuk integrasi data pembangunan. Diharapkan bahwa 

sistem ini akan membantu koordinasi lintas sektor dan pengambilan keputusan berbasis data 

(Roziqin et al., 2023). 

Untuk menggabungkan berbagai data sektoral yang selama ini tersebar di masing-masing 

perangkat daerah, implementasi sistem JIGD adalah langkah strategis. Sistem ini memungkinkan 

proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data pembangunan menjadi lebih sistematis dan 

terstandar. Platform digital yang mengintegrasikan data akan memudahkan pemerintah untuk 

memantau kinerja pembangunan secara real time. Selain itu, sistem ini akan membantu 

mengurangi duplikasi data dan meningkatkan efisiensi perencanaan dan penganggaran daerah. 

Teknologi, peraturan, dan sumber daya manusia yang siap sangat memengaruhi keberhasilan 

penerapan sistem informasi tersebut. Oleh karena itu, penerapan Sistem JIGD membutuhkan 

dukungan kelembagaan yang kuat dan koordinasi yang baik (Meidodga et al., 2023). 

Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) merupakan sistem pengelolaan dan pertukaran 

data geospasial yang dikembangkan pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan 

pembangunan berbasis wilayah. JIGD dibentuk sebagai bagian dari implementasi kebijakan 

nasional di bidang informasi geospasial yang bertujuan menciptakan keterpaduan data spasial antar 
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perangkat daerah sehingga proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan 

pembangunan dapat dilakukan secara lebih akurat dan terintegrasi. 

Secara umum, JIGD berfungsi sebagai wadah integrasi berbagai data geospasial yang 

dimiliki oleh perangkat daerah, seperti data jaringan jalan, tata ruang, drainase, fasilitas 

pendidikan, kesehatan, permukiman, kawasan rawan bencana, serta berbagai informasi 

pembangunan lainnya yang berbasis lokasi. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dapat 

memperoleh gambaran kondisi wilayah secara lebih komprehensif sehingga kebijakan 

pembangunan dapat disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan. 

Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan JIGD memiliki peran yang sangat penting 

karena pembangunan pada dasarnya selalu berkaitan dengan aspek kewilayahan. Setiap program 

pembangunan memiliki lokasi, cakupan wilayah, serta karakteristik spasial tertentu yang 

memerlukan dukungan data geospasial yang akurat. Oleh karena itu, pemanfaatan JIGD dapat 

membantu pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan, mengidentifikasi 

kebutuhan infrastruktur, memetakan potensi wilayah, serta meningkatkan efektivitas pengendalian 

pembangunan daerah. 

Selain mendukung proses perencanaan pembangunan, JIGD juga berfungsi untuk 

meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah melalui mekanisme berbagi data geospasial 

secara terintegrasi. Sebelum adanya sistem integrasi geospasial, data pembangunan umumnya 

dikelola secara sektoral oleh masing-masing perangkat daerah dengan format dan standar yang 

berbeda-beda. Kondisi tersebut sering menyebabkan terjadinya perbedaan data, tumpang tindih 

informasi, dan kesulitan dalam sinkronisasi program pembangunan. Melalui JIGD, data geospasial 

daerah diharapkan dapat disusun menggunakan standar yang sama sehingga dapat dimanfaatkan 

bersama oleh seluruh perangkat daerah. 

Penyelenggaraan JIGD juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 dan 

kebijakan nasional terkait Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) yang bertujuan menciptakan satu 

referensi geospasial nasional yang akurat, terpadu, dan dapat digunakan oleh seluruh instansi 

pemerintah. Dalam implementasinya, pemerintah daerah berperan sebagai simpul jaringan 

informasi geospasial daerah yang bertugas mengelola, memperbarui, dan menyediakan data 

geospasial untuk mendukung pembangunan daerah. 

Pemerintah Kota Prabumulih telah memiliki dasar hukum penyelenggaraan JIGD melalui 

Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 25 Tahun 2023. Regulasi tersebut mengatur pembentukan 

simpul jaringan geospasial daerah, pengelolaan data geospasial, serta mekanisme pemanfaatan 

data spasial dalam mendukung pembangunan daerah. Secara normatif, keberadaan regulasi 

tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Prabumulih telah memiliki komitmen untuk 

mendorong pembangunan daerah berbasis data geospasial. Kehadiran JIGD diharapkan mampu 

mendukung integrasi data pembangunan daerah, meningkatkan kualitas perencanaan 

pembangunan, serta memperkuat pengambilan keputusan pembangunan berbasis wilayah. 

Namun demikian, pemanfaatan data geospasial dalam proses pembangunan daerah di Kota 

Prabumulih masih belum berjalan optimal. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, masih 

terdapat kondisi dimana penentuan prioritas pembangunan belum sepenuhnya berbasis pada 
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analisis spasial wilayah. Selain itu, pengelolaan data pembangunan masih dilakukan secara 

sektoral oleh masing-masing perangkat daerah sehingga sinkronisasi data antar perangkat daerah 

belum berjalan secara efektif. Kondisi tersebut menyebabkan proses integrasi data pembangunan 

daerah menjadi belum optimal dan berpotensi mempengaruhi ketepatan sasaran pembangunan 

daerah. 

Berdasarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih dalam dokumen 

RKPD Kota Prabumulih Tahun 2025, masih terdapat kebutuhan peningkatan kualitas sinkronisasi 

pembangunan antar wilayah serta penguatan perencanaan pembangunan berbasis data 

pembangunan daerah. Selain itu, dalam Pemerintah Kota Prabumulih melalui dokumen Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024, masih terdapat beberapa indikator pembangunan 

daerah yang belum mencapai target secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses 

perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah masih memerlukan penguatan dukungan data 

pembangunan yang terintegrasi dan berbasis wilayah. 

Belum optimalnya pemanfaatan data geospasial dalam proses pembangunan daerah juga 

berdampak pada belum maksimalnya efektivitas pengambilan keputusan pembangunan. Data 

pembangunan yang belum terintegrasi secara spasial menyebabkan pemerintah daerah mengalami 

kendala dalam melakukan analisis kebutuhan wilayah secara komprehensif, menentukan prioritas 

pembangunan secara tepat, serta melakukan sinkronisasi pembangunan antar perangkat daerah. 

Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka pembangunan daerah berpotensi kurang efektif, 

kurang tepat sasaran, dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di setiap 

wilayah. 

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pembangunan daerah di Kota 

Prabumulih bukan hanya terletak pada ketersediaan data pembangunan, tetapi juga pada belum 

optimalnya pemanfaatan data geospasial dalam mendukung proses perencanaan dan pengambilan 

keputusan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemanfaatan Jaringan 

Informasi Geospasial Daerah (JIGD) sebagai instrumen integrasi data pembangunan berbasis 

spasial guna mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif, terintegrasi, dan tepat sasaran. 

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, dapat dipahami bahwa optimalisasi pemanfaatan 

data geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) menjadi kebutuhan penting 

dalam mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kota Prabumulih. 

Pemanfaatan data spasial yang terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan ketepatan penentuan 

prioritas pembangunan, memperkuat sinkronisasi antar perangkat daerah, serta mendukung 

pengambilan keputusan pembangunan yang lebih efektif dan berbasis kebutuhan wilayah. Oleh 

karena itu, diperlukan analisis kebijakan yang mampu mengidentifikasi faktor-faktor penghambat 

implementasi pemanfaatan data geospasial serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat 

guna mendukung pembangunan daerah yang lebih terarah, terintegrasi, dan tepat sasaran di Kota 

Prabumulih. 

Analisis ini sangat penting untuk menemukan sumber masalah yang menyebabkan sistem 

tidak berfungsi dengan baik. Kajian juga diperlukan untuk mengevaluasi seberapa baik sistem 

membantu perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Hasil analisis diharapkan dapat 
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memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi saat ini yang digunakan untuk menerapkan 

Sistem JIGD. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat membuat rencana perbaikan yang lebih 

kontekstual dan tepat. Selain itu, analisis ini berfungsi sebagai dasar untuk proposal kebijakan 

yang relevan. 

 

METODE  

Metode yang digunakan dalam menyusun policy paper ini menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif melalui kajian regulasi, studi literatur, dan analisis dokumen pembangunan 

daerah untuk mengidentifikasi permasalahan implementasi JIGD serta merumuskan alternatif 

kebijakan yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam 

mengenai dinamika penerapan sistem serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Data 

yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola permasalahan dan keterkaitan 

antar faktor kendala. Hasil analisis kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan 

alternatif kebijakan yang relevan dan realistis.  

Apabila pemanfaatan data geospasial dalam proses pembangunan daerah tidak dioptimalkan, 

maka proses perencanaan pembangunan berpotensi mengalami ketidaktepatan sasaran, tumpang 

tindih program pembangunan antar perangkat daerah, serta ketimpangan pembangunan antar 

wilayah. Selain itu, keterbatasan integrasi data pembangunan juga dapat mempengaruhi efektivitas 

pengambilan keputusan pembangunan daerah karena kebijakan yang disusun belum sepenuhnya 

didukung oleh analisis kebutuhan wilayah yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan upaya 

optimalisasi pemanfaatan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) sebagai pendukung 

pembangunan daerah berbasis data dan kebutuhan wilayah di Kota Prabumulih. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Untuk mendukung analisis terhadap permasalahan optimalisasi pemanfaatan Jaringan 

Informasi Geospasial Daerah (JIGD) dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota 

Prabumulih, diperlukan pemahaman mengenai konsep, teori, serta kebijakan yang berkaitan 

dengan pemanfaatan data geospasial dalam tata kelola pembangunan daerah. Tinjauan konseptual 

ini bertujuan untuk memberikan landasan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemanfaatan data geospasial dalam proses pembangunan daerah, sekaligus menjadi dasar dalam 

merumuskan alternatif kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, pada bab ini akan dibahas konsep 

perencanaan pembangunan berbasis data spasial, konsep JIGD, teori implementasi kebijakan, serta 

dukungan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pemanfaatan informasi geospasial di 

lingkungan pemerintah daerah. 

1. Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Spasial 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan arah kebijakan 

pembangunan yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan daerah 

secara efektif dan tepat sasaran. Dalam perkembangannya, proses perencanaan pembangunan 

tidak hanya membutuhkan data statistik dan administratif, tetapi juga memerlukan dukungan 

data spasial yang mampu menggambarkan kondisi wilayah secara lebih komprehensif. 
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Pemanfaatan data spasial menjadi penting karena pembangunan daerah pada dasarnya memiliki 

dimensi kewilayahan yang berkaitan dengan distribusi penduduk, infrastruktur, pelayanan 

publik, kondisi lingkungan, dan kebutuhan pembangunan antar wilayah. 

Konsep pembangunan berbasis spasial menekankan bahwa proses perencanaan 

pembangunan harus mempertimbangkan karakteristik wilayah secara geografis agar 

pembangunan dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai kebutuhan daerah. Informasi 

geospasial memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi permasalahan 

pembangunan berdasarkan lokasi, menganalisis ketimpangan pembangunan antar wilayah, 

serta menentukan prioritas pembangunan secara lebih tepat. Dengan demikian, pemanfaatan 

data spasial dapat mendukung efektivitas pengambilan keputusan pembangunan daerah.  

Dalam konteks pembangunan daerah, penggunaan data spasial juga berkaitan dengan 

konsep evidence-based planning atau perencanaan berbasis data. Konsep ini menekankan 

bahwa penyusunan kebijakan dan program pembangunan perlu dilakukan berdasarkan data dan 

informasi yang valid sehingga keputusan pembangunan tidak hanya didasarkan pada 

pendekatan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil wilayah dan kebutuhan 

masyarakat. Pemanfaatan data geospasial menjadi salah satu bentuk penguatan evidence-based 

planning karena mampu menyediakan informasi pembangunan berbasis lokasi secara lebih 

terukur dan terintegrasi. Penerapan pembangunan berbasis spasial juga mendukung sinkronisasi 

pembangunan antar perangkat daerah. Melalui integrasi data geospasial, pemerintah daerah 

dapat melakukan pemetaan kebutuhan pembangunan secara lebih akurat sehingga proses 

penyusunan prioritas pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif dan mengurangi 

potensi tumpang tindih program pembangunan antar sektor. 

 

2. Konsep Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) 

Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) merupakan sistem pengelolaan dan 

integrasi informasi geospasial yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung 

penyediaan data spasial pembangunan daerah secara terintegrasi. JIGD berfungsi sebagai 

sarana pengumpulan, pengelolaan, pemutakhiran, pertukaran, dan pemanfaatan data geospasial 

antar perangkat daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah. Dalam 

implementasinya, JIGD tidak hanya berfungsi sebagai sistem penyimpanan data spasial, tetapi 

juga menjadi instrumen pendukung pengambilan keputusan pembangunan daerah berbasis 

wilayah. Melalui integrasi data geospasial, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi 

pembangunan secara lebih akurat sehingga proses perencanaan pembangunan, pengendalian 

pembangunan, dan evaluasi pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif. 

Keberadaan JIGD juga mendukung terwujudnya integrasi data pembangunan daerah antar 

perangkat daerah. Selama ini, pengelolaan data pembangunan sering dilakukan secara sektoral 

sehingga menyebabkan perbedaan format, klasifikasi, dan struktur data antar perangkat daerah. 

Kondisi tersebut menyebabkan proses sinkronisasi data pembangunan menjadi kurang optimal. 

Oleh karena itu, implementasi JIGD diperlukan untuk memperkuat integrasi data pembangunan 

berbasis spasial di lingkungan pemerintah daerah. 
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Selain mendukung integrasi data, JIGD juga berperan dalam meningkatkan transparansi 

dan efektivitas pembangunan daerah. Pemanfaatan data geospasial memungkinkan pemerintah 

daerah untuk melakukan analisis pembangunan berbasis wilayah secara lebih objektif sehingga 

kebijakan pembangunan dapat disusun secara lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan 

masyarakat. 

 

3. Teori Implementasi Kebijakan 

Analisis implementasi kebijakan yang dalam penyusunan policy paper ini menggunakan 

teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III. Menurut Edwards III, keberhasilan 

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu komunikasi, sumber daya, 

disposisi, dan struktur birokrasi.  

Faktor komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan disampaikan kepada pelaksana 

kebijakan agar tujuan kebijakan dapat dipahami secara jelas. Dalam implementasi JIGD, 

komunikasi menjadi penting karena pelaksanaan integrasi data geospasial melibatkan banyak 

perangkat daerah sehingga diperlukan koordinasi dan sinkronisasi yang efektif.  

Faktor sumber daya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, teknologi, 

dan infrastruktur pendukung implementasi kebijakan. Dalam implementasi JIGD, ketersediaan aparatur 

yang memiliki kemampuan pengelolaan data geospasial dan teknologi informasi menjadi faktor penting 

dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. 

Faktor disposisi berkaitan dengan komitmen dan dukungan pelaksana kebijakan terhadap 

implementasi kebijakan yang dijalankan. Dalam konteks implementasi JIGD, dukungan dan 

komitmen perangkat daerah menjadi penting karena integrasi data geospasial memerlukan 

partisipasi aktif seluruh perangkat daerah. 

Sementara itu, faktor struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme koordinasi, 

pembagian kewenangan, dan tata kelola organisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Implementasi 

JIGD membutuhkan struktur koordinasi yang jelas agar proses integrasi data pembangunan 

daerah dapat berjalan secara efektif. 

Melalui teori implementasi kebijakan tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan 

optimalisasi pemanfaatan JIGD tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi informasi, 

tetapi juga dipengaruhi oleh koordinasi kelembagaan, kapasitas aparatur, serta dukungan tata 

kelola organisasi pemerintah daerah. 

 

4. Dukungan Kebijakan dan Regulasi 

Implementasi pemanfaatan data geospasial dalam pembangunan daerah memiliki dasar 

hukum dan dukungan kebijakan yang cukup kuat baik di tingkat nasional maupun daerah. Dasar 

hukum utama penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa informasi geospasial merupakan bagian penting 

dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah. 

Selain itu, pemerintah juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 sebagai 

bentuk penguatan integrasi data spasial nasional melalui kebijakan satu peta. Kebijakan tersebut 

bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi data spasial antar instansi pemerintah sehingga 
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pembangunan dapat dilakukan berdasarkan data spasial yang terintegrasi dan akurat. 

Dalam konteks pemerintahan daerah, pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah 

juga didukung melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur 

pengelolaan sistem informasi pemerintahan daerah secara terintegrasi. Selain itu, Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menegaskan pentingnya penggunaan data dan 

informasi pembangunan daerah dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. 

Sebagai bentuk dukungan kebijakan di tingkat daerah, Pemerintah Kota Prabumulih telah 

menetapkan Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 25 Tahun 2023 sebagai dasar pelaksanaan 

JIGD di lingkungan pemerintah daerah. Peraturan tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan 

integrasi dan pengelolaan data geospasial daerah guna mendukung pembangunan daerah 

berbasis spasial di Kota Prabumulih. 

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses perencanaan pembangunan dituntut 

untuk dilakukan secara lebih terukur, objektif, dan berbasis data. Salah satu pendekatan yang 

digunakan dalam mendukung kualitas perencanaan pembangunan adalah konsep evidence-based 

planning atau perencanaan berbasis bukti dan data. Konsep ini menekankan bahwa kebijakan dan 

program pembangunan daerah harus disusun berdasarkan data, informasi, dan kondisi riil wilayah 

sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan 

masyarakat. 

Pendekatan evidence-based planning menjadi penting karena proses pembangunan daerah 

sering menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, perbedaan kebutuhan antar 

wilayah, serta kompleksitas permasalahan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah 

daerah memerlukan sistem informasi pembangunan yang mampu menyediakan data yang valid, 

terintegrasi, dan mudah digunakan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. 

Dalam konteks pembangunan daerah, data geospasial memiliki peran penting dalam 

mendukung evidence-based planning karena mampu memberikan informasi pembangunan 

berdasarkan dimensi kewilayahan. Melalui pemanfaatan data geospasial, pemerintah daerah dapat 

melakukan identifikasi kebutuhan pembangunan secara lebih akurat, memetakan ketimpangan 

pembangunan antar wilayah, serta menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kondisi spasial 

daerah. 

Pemanfaatan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) menjadi bagian penting dalam 

mendukung implementasi evidence-based planning di lingkungan pemerintah daerah. Integrasi 

data geospasial melalui JIGD memungkinkan pemerintah daerah memperoleh informasi 

pembangunan yang lebih terstruktur dan terintegrasi sehingga proses penyusunan kebijakan 

pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berbasis kebutuhan wilayah. 

Selain itu, pendekatan evidence-based planning juga mendukung peningkatan transparansi 

dan akuntabilitas pembangunan daerah. Penggunaan data dalam proses penyusunan kebijakan 

memungkinkan pemerintah daerah untuk menyusun prioritas pembangunan secara lebih objektif 

sehingga pembangunan daerah tidak hanya didasarkan pada pendekatan administratif, tetapi juga 

berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan kondisi wilayah secara aktual. Perkembangan 

teknologi informasi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan transformasi tata kelola 
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pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis digital. Konsep pemerintahan berbasis digital 

atau digital governance merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan 

pembangunan daerah. 

Penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, mempercepat proses pengelolaan informasi, meningkatkan efisiensi birokrasi, 

serta memperkuat integrasi data antar perangkat daerah. Dalam konteks pembangunan daerah, 

pemanfaatan teknologi informasi juga mendukung peningkatan kualitas sistem informasi 

pembangunan daerah sehingga proses perencanaan dan pengendalian pembangunan dapat 

dilakukan secara lebih efektif. 

Implementasi sistem informasi geospasial daerah merupakan bagian dari pengembangan tata 

kelola pemerintahan berbasis digital di lingkungan pemerintah daerah. Melalui pemanfaatan 

sistem geospasial, pemerintah daerah dapat mengintegrasikan data pembangunan dari berbagai 

sektor ke dalam satu sistem informasi yang lebih terstruktur dan mudah diakses. Pelaksanaan 

Sistem JIGD menunjukkan bahwa penggunaan data geospasial dapat meningkatkan kualitas 

perencanaan pembangunan daerah yang lebih terukur dan berbasis wilayah. Pemerintah daerah 

dapat memetakan potensi wilayah, kondisi infrastruktur, dan kebutuhan masyarakat secara spasial 

melalui sistem ini, sehingga program pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Integrasi data 

spasial dengan data sektoral juga membantu perangkat daerah dalam menetapkan prioritas 

pembangunan. Secara teoritis, penerapan JIGD meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, 

efektivitas perencanaan, dan transparansi informasi pembangunan 

Namun demikian, keberhasilan implementasi pemerintahan berbasis digital tidak hanya 

dipengaruhi oleh ketersediaan teknologi informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan 

kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antar perangkat daerah. Oleh 

karena itu, optimalisasi pemanfaatan JIGD memerlukan dukungan tata kelola organisasi yang 

mampu mendorong integrasi data dan pemanfaatan teknologi informasi secara berkelanjutan. 

Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital juga mendukung peningkatan efektivitas 

pengambilan keputusan pembangunan daerah. Dengan tersedianya data pembangunan yang 

terintegrasi dan berbasis spasial, pemerintah daerah dapat melakukan analisis pembangunan secara 

lebih cepat, akurat, dan berbasis kebutuhan wilayah sehingga kebijakan pembangunan yang 

dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran. 

Pembangunan daerah yang efektif membutuhkan proses perencanaan pembangunan yang 

didukung oleh data yang akurat, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan wilayah. Namun dalam 

pelaksanaannya, pemanfaatan data geospasial dalam proses pembangunan daerah di Kota 

Prabumulih masih belum optimal. Pengelolaan data pembangunan yang masih bersifat sektoral 

menyebabkan proses integrasi data antar perangkat daerah belum berjalan efektif sehingga 

pemanfaatan data spasial dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah masih terbatas. 

Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya ketepatan penentuan prioritas 

pembangunan daerah, sinkronisasi pembangunan antar wilayah, serta efektivitas pembangunan 

daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pemanfaatan Jaringan 
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Informasi Geospasial Daerah (JIGD) sebagai instrumen integrasi data pembangunan berbasis 

spasial. Optimalisasi pemanfaatan JIGD dilakukan melalui penguatan tata kelola dan koordinasi 

antar perangkat daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan integrasi data 

geospasial, serta peningkatan pemanfaatan data spasial dalam proses perencanaan pembangunan 

daerah. Melalui penguatan tersebut, diharapkan pemanfaatan data geospasial dapat mendukung 

pembangunan daerah yang lebih efektif, terintegrasi, tepat sasaran, dan berbasis kebutuhan 

wilayah. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang telah disusun, dapat dipahami 

bahwa pemanfaatan data geospasial memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan 

kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kota Prabumulih. Penyusunan peta prioritas 

pembangunan daerah berbasis data geospasial diharapkan mampu mendukung proses penentuan 

prioritas pembangunan secara lebih objektif, terukur, dan berbasis kebutuhan wilayah. Melalui 

implementasi kebijakan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas 

pembangunan daerah, memperkuat sinkronisasi pembangunan antar wilayah, serta mendukung 

pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan berbasis data. Selain itu, optimalisasi 

pemanfaatan data geospasial juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola pembangunan daerah 

yang lebih terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di Kota 

Prabumulih. 
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